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DOSEN PENGAMPU :

DESKRIPSI MATAKULIAH

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk
belajar melalui studi kasus di lapangan (Kantor Pertanahan) terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Seksi Penataan dan pemberdayaan. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori yang sudah
diperoleh di kampus dalam menghadapi permasalahan pelayanan penataan agraria di lapangan.
Kompetensi dasar yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi
praktik pelaksanaan pelayanan penataan agraria, permasalahan yang ditemui dilapangan sebagai
bahan analisis permasalahan dan juga memberikan usulan rekomendasi penyelesaian masalah.
Memahami, menganalisis dan melaksanakan bentuk- bentuk tata laksana pelayanan pertanahan
baik kegiatan rutin maupun Proyek Strategis Nasional (PSN) pada seksi penataan dan
pemberdayaan. Dengan bobot penilaian 60% untuk partisipasi kegiatan di Kantor Pertanahan dan
40% untuk responsi.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI

CPL-9
Menguasai penyelenggaraan penatagunaan tanah, reforma agraria, dan pemberdayaan hak
atas tanah untuk kesejahteraan Masyarakat.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)

CPMK1 (CPL 2, 6)

Mampu mendiagnosis pelaksanaan pelayanan dan problematika dalam pertimbangan
teknis pertanahan.

CPMK 4 (CPL 2, 6)

Mampu mendiagnosis pelaksanaan pelayanan dan problematika dalam kegiatan
Penatagunaan Tanah dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang (RTR).

CPMK2 (CPL 2, 5)

Mampu mendiagnosis pelaksanaan pelayanan dan problematika dalam kegiatan
inventarisasi PAT dan menganalisis hasilnya untuk pemanfaatan dan penataan wilayah.
CPMK3 (CPL 2, 5)

Mampu mendiagnosis pelaksanaan pelayanan dan problematika dalam kegiatan
landreform (redistribusi tanah, penertiban tanah absentee, kelebihan maksimum dll).
CPMK 5 (CPL 2,5)

Mampu mendiagnosis pelaksanaan pelayanan dan problematika penyuluhan, fasilitasi
dan pendampingan kelompok yang berbasis partisipasi masyarakat.




Sub-CPMK

Sub-CPMK3
Mampu melaksanakan dan mengkategorikan permasalahan Neraca Penatagunaan Tanah
dan menemukan potensi RA /input dalam penyusunan dan revisi tata ruang.
Sub-CPMK4
Mampu melaksanakan dan mengkategori permasalahan berdasarkan kewenangan BPN
dalam pelaksanaan Forum Penataan Ruang (FPR) dan Kesesuaian Kegiatan Penataan

Ruang.

Sub-CPMK 5
Mampu melaksanakan dan mengkategorikan permasalahan dalam kegiatan IP4T baik di
wilayah daratan (perkotaan/ pedesaan) maupun WP3WT.

Sub-CPMK 6
Mampu melaksanakan dan mengkategorikan potensi aset reform.
Sub-CPMK 7
Mampu melaksanakan dan mendeteksi permasalahan kegiatan landreform (redistribusi
tanah).
Sub-CPMK 8
Mampu melaksanakan dan mengkategorikan potensi akses reform.
Sub-CPMK 9
Mampu melaksanakan dan mengkategorikan permasalahan pemberdayaan masyarakat.

POKOK BAHASAN
Pertemuan Meteri
ke /Tanggal
1 1. Pertimbangan teknis pertanahan
2. Analisis Penatagunaan tanah
2-3 1. Pertimbangan teknis pertanahan
2. Analisis Penatagunaan tanah
3. KKPR
4. Lahan Sawah Dilindungi dan LP2B
4-5 1. Neraca Penatagunaan tanah
2. IPAT
3. Analisis Penatagunaan tanah
6-7 1. KKPR
2. Tugas dan wewenang Forum Penataan Ruang
3. Pengelolaan Data Pertanahan untuk input tata ruang
8 MID TEST (UTS)
9 1. IPAT
2. Reforma Agraria
3. WP3WT
10-11 1. Reforma Agraria
2. GTRA
3. PPPTKH
12-13 1. GTRA
2.

Redistribusi tanah




POKOK BAHASAN

3. Sosiologi Agraria
4. Reforma Agraria (Aset reform)
14 1. social mapping
2. GTRA
3. RA (akses reform)
15 1. Pemberdayaan masyarakat
2. RA (akses reform)
16 FINAL TEST (UAS)
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